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- bahwa Anak memlhkl hak asa31 yang harus dlpenuhl dan

h . dilindungi dalam setlap proses pembangunan karend Anak

- 'merupakan tunas potensx dan genera31 muda penerus

. cita- -cita perjuangan dan pembangunan

bahwa perlmdungan ~dan pemenuhan Hak Anak -

» dllaksanakan guna mehndungl Anak ddn kekerasan dan
‘ dlskrlmlna51, , L o S

.bdhwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan.
=ayat (5) Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

o Pcrhndungan Anak sebagalmana telah dlubah bebera—pa

ka_h terakhir dengan. Undang-U_ndang Nomor 17 Tahun

. 2016 tehtan‘g Penetaf)a’n' Peraturan Pemerintah Pengganti

» , Undang Undang. Nomor 1 Tahun 2016 tcntang Perubahan_ :

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23" Tahun 2002’

o 'tentang Perlmdungan Anak menjadl Undang Undang,

vPemermtah Daerah berkewajlban dan bertanggung Jawab‘
"untuk : mendukung kebljakan nasmnal v "dalam

Penyelenggaraan Perllndungan Anak di Daerah dan dapat , ”

dxwujudkan melalui upaya Daerah ‘membangun

Kabupalen Lay'ak Anak

bahwa berddsarkan pertlmbangan sebagalmdna dlmaksudb;

dalam huruf a, huruf b dan huruf [« perlu menetapkan

‘-Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kabupaten

Layak Anak



 Mengingat -

Pasal 18'ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk |

- Indonesia Tahun 1945;

Undang -Qndang Nomor 13 'I‘ahun 1950 tentang

pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam

lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang  Nomor -4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara
Repubhk Indone31a Nomor 3143); '
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
1999 Nomor 165 Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886) '

Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2002 tentang
Per]mdungan Anak (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, ’I‘ambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4235)v 'sebagaimana - “telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 t_eritang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang -
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pérlindungan Anak menjadi
Undang Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5946); v »
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sx%tem
Peradﬂanb.Pldana Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

U'ndang-Undang‘ I;Nornof ' 23 Tahun 2014 tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), s’ebagaimana'
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja
(Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonema
Nomor 6573),



10.

11,

| Peraturan Pemerintah No_mdr ;39.’_Iv‘ahun 2012 tentang

Pchyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik ‘Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 5294); |
Peraturan Pgme;rintah 44 _Tahli_n 2()17 tentang -
Pelaksanaan Pengasuhan Ariak}l (Lervnbaranv Negara‘
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan
Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 6132); |

vPeraturan“vPen_ier‘intah ‘Nomor; 29 Tahun ‘2.019 tentang

Syarat dan Tata Cara Penunjukan‘Wali (Lembaran Negara

'Republik- Indonesia Tahun 2019 ‘Nomor 76, Tambahan
' Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6339);
Peraturan Pemermtah ‘Nomor 52 Tahun 2019 tentang

‘Penyelenggaraan I\esejahteraan Sosml Bagi Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

| 2019 Nomor 138 Tambahan Lernbaran Negara Republik

12,

13.

14.

" 15.

Indonesia Nomor 6368)

Peraturan Pemermtah Nornor 13 Tahun 2020 tentang

- Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang
"Dlsabxlltas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indone31a Nomor 6473)
Peraturan Premden Nomor 75 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran

_Negara Republik Indone31a Tahun 2020 Nomor 164);

"Keputusan PreSIden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Conventzon On . The Rights Of The Child
(KonvenSI tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 1990 Nomor S7); v
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor?Tahun
2013 tentang - Penyelt_engga_raan_ - Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Prox}iﬁsi Jawa Tengah Tahun 2013

Nomor 7, ’I‘ambahan Lcmbaran Daerah Provmsx Jawa

’Tcngah Nomor 53)




’16

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27

» ’I‘ahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab

 Sosial - Perusahaan (Lembaran' Daerah Kabupaten

17.

18.

_ Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupatcn I\aranganyar Nomor 53);

Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

: 'I‘ahun 2017 tentdng Urusan Pemermtahan (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4,
Tambahan Lembarén ,Da'erahi Kabupaten Karanganyar
Nomor 72); L o

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12

» ’I‘ahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 12,
’I‘ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar_ |
Nomor 90)

Dengan Persetu_|uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

| Menetépkan

dan -
BUPATI KARANGANYAR

'MEMUTUSKAN:

: PERATURAN ~ DAERAH  TENTANG . PENGEMBANGAN

KABUPATEN LAYAK ANAK.

2.

~ BABI
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
1

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

‘Pemerintah Daerah adalah Bupati | sebagai unsur
. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpm N

'pelaksanaan urusan pemermtahan yang men_]ad_l"

kewenangan daerah otonom.

. Bupau adalah Bup_atx Karanganyar.




. Pérangkatj» Daerah adalah unsur pembantg' Bupati dan

- Dewan .‘Perwakil‘a‘n' Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

 urusan pemerintahan yang m'enjadi kewenangan Daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan-

belas) tahun,~ termasuk anak yang masm dalam

kandungan

Orang Tua ada]ah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah:

~dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat

' Keluarga adalah unit terkecﬂ dalam Masyarakat yang terdm

dan suaml 1str1, atau suaml istri dan Anaknya, atau ayah

 dan anaknya, atau. 1bu dan Anaknya, atau Keluarga»

- sedarah dalam garis lurus. keatas atau kebawah sampal

_ dengan derajat ketlga

. Hak Anak adalah baglan dar1 hak asas1 manu51a yang Wa‘]lb-z

dl_]amln, dtlmdung1 dan dlpenuhl oleh Orang Tua, Keluarga,

" Masyarakat, pemerintah dan negara.

Kelayakan adalah kond151 fisik suatu Wllayah yang

J dldaldmnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola

_ sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan mlnlmal

~untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat

10.

dan wajar, tldak mengandung unsur yang membahayakan

‘Anak

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA
adalah Kabupaten yang mempunyal sistem pembangunan
berbasis Hak Ariak melalui pengintégrasian komitmen dan
sumber daya ‘pemerintah, -Mésyarakat dan Dunia Usaha
yang terencéné Sﬂeca‘i.'av ‘mbervly:eluruh dan berkelanjutan

dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

- terpenuhinya Hak Anak.

11.

vpcf‘nbéngunah_dan pe[ayanah'publik untuk pemenuhan

Péngernba‘ngan’ KLA ~adalah serangkaian kegiatan

* Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara

12,

terintegrasi di dalam vmérehcanakan, : menganggarka_n,l
melaksanakan dan | mengevaluam setiap kebijakan,
program, keglatan untuk mencapau Indlkator KLA.

[ndlkator KLA adalah varlabel yang merupakan acuan

’_ dalam mengupayakan terpenuhi  Hak Anak untuk-

mewujudkan KLA seba;_,almana dxatur da]am peraturan

perundang undangdn yang bcrlaku




B

14,

. 1s.

16.

17,

18.

Anak ”Berhadapan dengan Hukum: yémg selanjutnya
dlsmgkat ABH adalah Anak yang telah mencapai usia 12
(dua belas) tahun tetapx belum mencapa1 usia 18 (delapan
belas) tahun dan belum rnemkah yang diduga, disangka,
didakwa, atau dijatuhi pldana karena melakukan tindak

pldana atau yang menjadl korban tindak pldana atau yang

;mehhat dan/dtau mendengar sendm terjadmya suatu

tindak pldana | _

Wali adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagal Orang Tua terhadap
Anak., - . '
Masyarakat adalah perseorangan,. Keluarga, kelompok
organisasi sosial dan/ atau_ orgamsam kemasyarakatan. v
Re‘ncana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya 'disingkat
dev‘ngan: RAD KLA adalah sefangkaian kebijakan, Program,
kegiatan dan penganggaran’pembangunan dan pelayanan

publik selama lima  tahun @ yang wajib disediakan

‘ Pcfnérintah Kabupatén untlik ‘Epémenuhan Hak Anak di

dalam mencapal indikator KLA.-

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat
kdbupdten yang mengkoordmdmkan kebljakan, program,
dan kegxatan untuk mewumdkan KLA

Pemenuhan Hak Sxpll dan Kebebasan adalah Hak Anak atas
identitas, kebebasan ber‘eksp‘re‘si,‘ kebebasan berpikir,

berkeyakinan dan ‘berag:amé, " ha katas kebebasan

- berorganisasi dan berkumpul secara damai, ha Kkatas

privasi mengakSes inforrhasi yang layak, dan perlindungan

dari penylksaan perlakuan merendahkan dan pencabutan

- kebebasan

19.

Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

~ adalah Situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan

dan - kesejahteraannya, yang wajib ‘disediakan oleh

~ Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan

melalul Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bldang ’

urusannya sebaga1 Penyelenggara KLA.




20.

21.

Pemenuhan Hak Pend:dlkan Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegxatan Budaya adalah Sltuasz Anak yang terpenuhi
hak pendldlkan dan budayanya, yang wajib dlsedlakan oleh

Pemerintah Daerah di daIam pembangunan dan pelayanan

.melalul Perangkat Daerah terkalt sesuai bldang urusannya

sebagal Penyelenggara KLA..

Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan
Keluarga ddalah Situasi anak yang terpenuhl hak
pengasuhan dan hngkungan keluarga—nya, yang wajib

disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan

~dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai

v dengan bldang urusannya sebaga1 Penyelenggara KLA.

22.

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi

| a}nak} yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya,

yang wajib disediakan oieh’: Pemerintah Daerah di dalam

| 'pembangunan_ dan pelayanan melalui Perangkat Daerah

23.

terkait sésuai dengan bidang urusannya sebagai
Penyelenggara KLA. | , ,
Keciamata’,n La.yakvAhak yaﬁg selanjutnya disebut Kelana =
adalah pembéﬁgunan Kecamatan 'yang menyatukan
kormtmen dan sumber daya yang ada di kecamatan dengan ‘
rnehbatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di |
wﬂayah kecamatan dalam | rangka mempromosxkan,

melindungi, memenuh1 dan menghormati Hak — Hak Anak,

- yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

24.

- 23,

Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelulav
adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan
komitmen dan sumber daya yang ada di kelurahan dengan
melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di
wilayah kelurahan dalam  rangka 'mempromosikan,
rnehndungl, memenuhi dan menghormat1 Hak - Hak Anak, -
yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan

Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLA adalah
Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan
sumber daya pemerintah desa yang mclibatkan Masyarakat
dah ‘Dunia Usaha yan‘g berada di desa dalam rangka
rnempromOSIkan melmdungl memenuh1 dan menghormatl
Hak - Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan

berkelanjutan



26.

27.

Keramahan adalah Kond151 non ﬁsﬂ( suatu wilayah yang

dldalamnya terdapat nxlal budaya, etxka, sikap, dan

vperllaku Masydrakat yang secara sadar dipraktiskan atau

dlgunakan dan dlkembangkan sedemikian rupa untuk
memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.

Sekolah Ramah Anak yang selan_]utnya disingkat SRA

-~ adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamm dan

| 28.

mernenuhl hak-hak Anak dalam setiap aspek kehldupan
secara terencana dan bertanggung jawab.

Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat
yang melibatkan Pemermtah Daerah dan sumber daya

berbasis Orang Tua dan Keluarga - dalam memberikan

_ pc‘nanganan Anak dan ‘terutama Anak sebagai akibat

" berkonﬂlk dengan hukum, cksp101ta51, penanganan ‘yang

: , sa]ah penelantaran tindak kekerasan

29.

Rukun Warga Ramah Anak yang selan_]utnya disebut RW
Ramah Anak adalah gerakan .sosml masyarakat yang
melibatkan. Pemerintah Daerah dengan sumber daya
berbasis masyarakat RW dalam memberikan penanganan
Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukurn

ek3p101ta31 penanganan yang salah penelantaran, tindak

- kekerasan.

30.

Rukun Tetangga Ramah Anak yang selanjutnya disebut RT
Ramah Anak adalah gerakan - sosial masyarakat yang

mellbatkan Pemermtah Daerah dengan sumber daya

| berba31s masydrdkat RT dalam memberlkan penanganan

Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum,

- eksploitasi, pcnanganan yang salah, penelantaran, tmdak'

kekerasan.
3 1.

Fasilitas Pelayanan K‘es‘evhata'n ‘Ramah Anak adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan vtingkat peftarria, kédua dan
ketlga baik negeri mdupun swasta yang memberikan |
pelayanan persalman pengobatan rawat inap, kesehatan
1b}u dan Anak meliputi Pu_skesmas Pembantu (Pustu), Pusat i
Pelayanan Kesehatan Ma'syarakat‘ (Puskes‘mas), Klinik,

Rumah Saklt Laboratorium Khmk yang mampu memenuhi

Hak Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah

| kepada Anak baik pada Anak yang datang berkunjung atau

pada Anak yang berobat



33.

34,
3s.

36.

Pelayanan Knsehatan Ramah Anak adalah Pelayanan
Kesehatan yang mampu memenuhl Hak- Hak Anak untuk v
memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan _
pelayanan yang ramah kepada Anak balk kepada anak
yang sedang berobat ataupun anak Sehat yang sedang
berkunjung v v
Forum Anak adalah wadah partlsxpaSI Anak dlmana
anggotanya merupakan perwakllan dari kelompok Anak
atau kelompok keglatan Anak atau perseorangan, dlkelola
oleh Anak dan dtbma oleh Pemermtah sebagal sarana
menyalurkan asplra81 suara pendapat kemgman dan
kebutuhan ‘Anak dalam proses pembangunan

Setlap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Dunia Usaha adalah usaha mlkro, ‘usaha kecil, usaha

menengah dan/ atau usaha besar yang melakukan kegxatan
ekonorm v : ' |
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang |
merupakan kesatuan baik yang rnelakukan usaha maupun 1
yang tidak melakukan ‘usaha yang meltputl perseroan
terbatas,_pcrbcroan komandlvter,‘ persero}an yang lainnya,

badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan

}dala—m “bentuk apapun firma, kongsi, koperasi,

persekutuan yayasan, orgamsas1 massa, orgamsa& sosial

R pohtlk atau orgamsasx yang sejenis, lembaga dana pensmn,

bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan lalnnya

37 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya_‘

disingkat dengan TJ SP adalah tanggung jawab somal yang

- melekat pada sctlap perusahaan untuk tetap menc1ptakan, v

38 Konven51 Hak Anak (KHA) adalah sebuah Konvenm o

hubungan yang serasi dan selmbang dengan nllal, norma, _

budaya masyarakat sctempat dan lmgkungan

mternasmnal yang mengatur ‘hak-hak sipil, polltlk'

ekonoml sosual dan kultural anak anak



e | BAB I |
KEBIJAKAN DAN STRA'I‘EGI PEMERINTAH DAERAH

N DL Pasa12 S
Kebuakan KLA d1 Daerah dlarahkan pada BN

. ._ ,fa. ) mengoptlmalkan poten31 dalam penguatan kelembagaan
b ‘m ewl.ljlldkan pemenuhan hak Slpll dan kebebasan;
= c:;f':‘;-'f"menguatkan lmgkungan keluarga | darl pengasuhan -

o ' _' alternauf

d.:,i f‘j’memastlkan terpenuhxnya hak kesehatan dasar dan |
,'kesejahteraan Anak LIRS o |
"‘_e_.['mengutarnakan pemenuhan hak Anak atas pend1d1kan .
"l,’pemanfaatan waktu luang, dan keglatan budaya dan o

f ! vsmemastlkan pelayanan bag1 Anak yang rnemerlukan"‘b 3

','perhndungan khusus :

PasalS__ S R
Kebljakan R sebagalmana dlmaksud dalam l?ésal 2

o _‘"dllaksanakan dengan strateg1 sebagau berlkut

S ’v._a pemngkatan surnber daya rnanus1a dan penguatan peranf"‘"f""*} -
- kelembagaan Pemermtah Daerah dalam pencegahan‘_g[iv
kekerasan terhadap Anak dan penyedlaan layanan bagl, o
Anak v T S . v »v

b Pemngkatan peran rnelahn advoka31 fas;htam 5081allsa31 L

Rt Y

dan edukam bag1

- 9-1) orang per%orangan, R

2) lembaga Perhndungan Anak |
S 3) 1embaga kesejahteraan sosuaLI :
1 4) organlsaSI kemasyarakatan, RS
'- o) lembaga pendldlkan

6 media massa;

s ; 7) durua usaha clan B
. C;vpemngkatan Sarana dan prasarana yang mendukung

T ‘f"fpemenuhan hak Anak dan perlmdungan khusus Anak




" T?kemampuarl o untuk rnenyampalkan pendapatnya, o .'

. v BAB III ,
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP '

Pasal 4

Pr1r131p pr1n31p Pengembangan KLA mehputl

tata pemermtahan ’ yang baxk yaItu transparan31

- akuntabxlxtas partlslpaSA keterbukaan mformasx, dan e
supremam hukurn R

.. non- dlskrlmma81, yaltu tldak membedakan suku, ras,
. "agama, Jems kelamm, v bahasa, paharn pohtlk vasal
kebangbaan, %tdtus ekonorm, kondlsl ﬁ31k rnaupun pszkls‘ .
'Anak atau faktor lamnya, K .;.» ’ PR 3 |
kepentlngan terbalk bagl Aﬁék yaltu menjadlkan hal yang o o
pahng bdlk bdgl Anak sebagal pcrtlmbangan utama dalarn '
setlap kebqakan program dan keglatan,b L
hak untuk hldup, ._k Iangsungan - hldup, :.ﬂd"an' .
:,‘perkembangan anak yéutu menjamm hak untuk hldup,_‘-_' I
kelangsungan hldup d n' perkembangan o Anak:;‘:'  1 }b
semaksunal mungkln, dan e .
penghargaan terhadap pandangan Anak yaltu mengakui; -

* "'dan memastlkan bahwa setlap Anak yang - memiliki

‘_dlberlkan N kesempatan untuk mengekspresd{an .

o : pandangannya %cara bebas terhadap begala sesudtu hal t

S | | yang mempengaruhl dxrlnya

Pasal 5

Pengembangan KLA di- Daerah dllaksanakan sampalv -

: dengan keiuarga

(2) Tlngkatan dan sebutan Pengembangan KLA d1 Daerah""fv:"f»,'

sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) adalah

a“h 'Pengembangan KLA d1 tlngkat Daerah selanjutnya‘_;:_»';‘ .’45 . o
f'frﬂ..‘ '.;_vbdlsebut KLA; » o e “ ,
b _"Pengembangan ‘ KLA Cdic tmgkat Kécamataﬁ,_‘,"v_'j;"v":

= '.‘selanjutnya dlsebut Keldna, I



tmgkat desa/ kelurahan

c. Pengembangan KLA d1
' sclanjutnya d:scbut dengan Dekela,

dalam hal
pengembangan oleh Pcmermtah Desa maka disebut

DLA dan dj kelurahan disebut Kelula

. Pengembangan KLA di tmgkat RW, disebut RW Ramah
Anak;

Pengernbangan KLA di tmgkat RT, dlsebut RT Ramah
Anak;’

1 Pengembangan KLA dlrurnah tangga, disebut Keluarga
Ramah Anak. _ . - .
(3) Pengembangan KLA yang dxterapkan pada layanan yang

diberikan kepada masyarakat, disebut Layanan Ramah
Anak . o .

BABIV
 TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA
- Bagian Kesatu |

Umum

: : Pasal 6 v
(1) P engembangan KLA di Daerah dllaksanakan ~ dengan
5 (lima) tahapan, yakni: ’
_a. Tahap Percncanaan;
" b. Pra KLA;
o Rencana Aksi Daerah;
" d. Pelaksanaan; dan
e. Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan
{2) Pengembangan KLA di Daerah sebagaxmana dlmaksud
. pada ayat (1) meliputi KLA, Kelana, dan Kelula/ DLA
terrnasuk RW Ramah Anak, RT Ramah Anak serta Keluarga
Ramah Anak yang ada di Kelurahan dan Desa |
(3) Pengembangan DLA di Desa dllaksanakan mutatls
‘mutandis sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
(4) Pengembangan DLA diDesa sebagalmana dlmaksud pada
yat (3) mellputl penyelenggaran ‘RW Ramah Anak RT

Rarnah Anak dan Keluarga' Ramah Anak.



Ca

Baglan Kedua' _
N Perencanaan

Pasal 7

" 'Tahapan perencanaan dllaksanakan dengan
- ':‘deklaram KLA '
b

pembentukan Gugus Tugas KLA dan L

,_'penyusunan proﬁl KLA . 3;; SR :

Pasal 8

'__Deklaram KLA sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 7 o

o ;.vﬁ-huruf a dllaksanakan sebaga1 wujud kormtmen bersama?

: L-}antara Pemermtah Daerah masyarakat medla rnassa dan'
.duma usaha 1 ; e
@

B dllaksanakan pada tahap awal perencanaan juga berlaku

Deklara81 sebagalrnana dlmaksud . pada ayat (1‘)':'

S bagl perencanaan Kelana, Kelula DLA RW Layak Anak dan .
]‘RTLayakAnak R U0 R

_'Deklaram dapat berbentuk pernyataan tertulls maupun ':”'

pencanangan yang dllakukan bersama seluruh potensx

' yang ada

, Pasal9 L .
Bupatl membentuk Gugus T ugas KLA serta melakukan-”f .

; ’pengawasan pembmaan dan evalua81

Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdm dan

- »a Perangkat Daerdh

b. perwakxlan Anak

- N c. lembaga legxslatlf

d. lembaga yud1kat1f

e, Duma Usaha dan

| f tokoh agama / masyarakat/ adat dan Masyarakat |

Gugus Tugas KLA dlevaluaSI setlap tahun

Untuk membantu kelancaran Gugus Tugas KLA dlbentukf

e Sekretanat Gugus Tugas

(5) Sekretarlat Gugua. Tugas KLA sebagalmana dlmaksud o

pada ayat (4) berkedudukan d1 Perangkat Daerah yang -

. o melaksanakan urusan d1 bldang Perlmdungan Anak



R

(8

(1)

@

- (6) Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretarlat Gugus 'I‘ugas

sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

Pemerlntah - Daerah .menyelenggarakan kegiatan
pemngkatan kapas.ltas sumber daya manusna tentang KHA
bagi seluruh anggota Gugus Tuga% KLA scbagaxmana

dlmaksud pada ayal (6), secara berkala berjenjang sesuai

}dengan kebutuhan

Ketentuan lebih lanjut mcngeniai struktur organisasi, tugas
dan w_ewenang - Gugus ’I‘ugas"“diatur dalam Peraturan

Bupati.

‘ ‘ Pasal 10 . o
Penyusurian Profil  KLA dllaksanakan pada tahap
pcrencanaan %ebagal data dasar ‘ '

Profil KLA 9ebaga1mana dimaksud pada ayat (1) berisi data

~ dan informasi yang mencermmkan kondlsl pelaksanaanv

“)

berbagdl indikator KLA di Daerah serta ukurannya »
Proﬁl KLA sebagalmana dimaksud pada ayat (1) secara
teratur dlperbaharul sebagal kesatuan data Anak di Daerah
yang d:kelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan di bldang Perhndungan Anak

Ketentuan lebih lanjut rnengenal Proﬁl KLA diatur dalam

A Peraturan Bupau

Pasal 11

Tahapan Perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

berlaku mutatxs mutandis’ bag1 tahapan perencanaan DLA.

Bagian Kefiga
Pra KLA

Pasal 12

(1) Pada tahap Pra KLA Pemerlntah Daerah melakukan

pemlalan mandiri terhadap kondlsl Penyelenggaraan KLA di

Daerah.



_'_(2) |

- penyelenggaraan KLA.

Penilaian Mandiri scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga WajibA dilaksanakan, oleh  setiap  jenjang

- Pasal 13

Pemlalan Mandm sebdgalmana dimaksud dalam Pasal 12

dilakukan dengan menggunakan mdxkator Layak Anak oleh |

@)

Bupatl

Indlkator Pem]alan Mandm sebagalmana dlmaksud pada

'ayat (1) . juga mcmuat 1nd1kator bagi setlap Jenjang'

3)

(1)

@

penyelenggaraan KLA. v ,
Penyusunan mdlkator Layak Anak oleh Pemermtah Daerah
scbagalmana dimaksud pada ayat ( 1) disusun berdasarkan :
pedoman yang dltetapkan oleh Pemermtah
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ,krité'fia, ‘target
indikator Layak Anak dan tata ‘cara penilaian mandiri

sebagalmana dimaksud pada ayat (1} diatur dalam

_Peraturan Bupatx

' Bagian Kéémf)at'

Rencana Aksi Daerah

Pasal 14
RAD dlsusun untuk Jangka waktu S (hma) tahun atau |
sesual dengan kebutuhan yang tenntegras1 dengan -
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |

RAD mem111k1 fokus program tahunan yang mcngacu pada :

~ tahapan pencapa:an 1nd1kator KLA, baik langsung rnaupun

o tldak Iangsung

Pasal 15

,RAD KLA dlsusun dan dltetapkan dengan Keputusan

Bupatl

"RAD KLA dlsomallsasxkan kepada seluruh Perangkat

Daerah pemangku kepentmgan Anak Keluarga - dan

Masyarakat secara umum.



(3) Ketentuan lebih larijut' mengehai tata cara penyusunan

‘RAD KLA - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupatl »

Pasei] - 16

v»RAD KLA yang dlatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku' ‘
mutatls mutandls bag1 Penyusunan RAD DLA di Desa.

)
@)

)

2

(3)

' Bégia‘ri Kelifna |

- Pelaksanaan KLA

' Pasal 17
Pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD KLA. .
Pelaksanaan KLA pada tiap tmgkatan dxkoordmasxkan oleh:
a. Bupati di tingkat Daerah
b. Camat di tingkat Kecamatan;

.¢. Lurah/Kepala Desa di tmgkat Kelurahan/Desa;

d. Ketua RW di tingkat RW; dan
e. Ketua RT di tingkat RT.

‘ Pasal 18 :
Koordmator pddd tiap tmgkatan sebaga1mana dlmaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) Juga melaksanakan pembmaan KLA
d1 wxlayahnya | o o
Pembinaan sebagairnana vdi ~maksud pada ayat ” (1)
dlrnaksudkan untuk: - BT
a. mengukur kemajuan pencapalan indikator: KLA pada

B tahun bCI‘_] alan

b. 'memastlkan kebesualan dengan rencana ak& serta

c.- mengxdenttﬁka& ‘dan mengant1s1pasx permasalahan
| yang timbul dan akan timbul.

Hasll pembmaan dllaporkan secara berkala, dengan

- ketentuan:
o a. Ketua RT kepada Ketua RW;.

b. Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah
c. Kepala Desa /Lurah kepada Camat; dan
d. Camat kepada_‘hBupati. o



Baglan Keenarn

Pemantauan Evalua51 Dan Pelaporan KLA:

| N Pasal 192

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan KLA di Daecrah
dilaksanakan oleh Gugus Tuga_s‘.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Evaluasi

pelaksanaan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

' BAB \'a
KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu |

| Fonim Anak

Pasal 20

" (1) Untuk mendukung KLA di Daerah dlbentuk Forum Anak.

(2) Forum Anak sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlbentuk
di tingkat Daecrah,Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

(3) ‘Forum Anak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
representasi - Anak, baik representa31 domisili geografis '
Anak komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar
belakang pendldlkan Anak | - v | N

(@) Dalam penyusunan kebuakan | Pémérintah' Daérah
memperhatikan ‘dan mengakomodasi pendapat Anak
melalui representasi pada Forum Anak. |

(5) Sumber pemblayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum
partmpam Anak scbagaxmana “dimaksud pada ayat (2)
“dapat berasal dari : o
a. iuran dari anggota Forum Anék v A
b. sumbangan dari Masyarakat/ plhak swasta yang bersifat

tidak mengikat; ’ .
c. bantuan dari Pernermtah Daerah / Desa, dan / atau
d sumber~sumber pemblayaan lainnya  sesuai peraturan

. perundang—undangan



_(6) Pembentukan Forurn Anak d1 Kecamatan - sebagaimana

dlmaksud , pada ayat (2) d:tetapkan dengan Keputusan
Bupati dan Forum Anak d1 Desa . dltetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa. |

Bagia.ri Kedua

" Dﬁnia Usaha

v , Pasal 21 »

(1) Setlap Orang yang melakukan kcglatan usaha di Daerah
mempunya1 kewajiban dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan KLA.

(2) Kewajiban dan ’I‘anggung Jawab sebagalmana dlmaksud

B pada ayat (1) meliputi :

a. menghasﬂkan produk atau Jasa yang ramah dan/atau -
layak Anak; v '

b.'meny cdlakan sarana prasarana layak Anak Sepertl ruang
laktasi, pojok bermain dan lain-lain;

c. mengalokasxkan - anggaran Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan - untuk mendukung program
pényélenggaraan KLA; dan ’ ’ |

d. penyelenggaraan  iklan  ramah  Anak  dengan

- menggunakan bahasa posmf
- (3) Setlap Orang yang melakukan usaha di Daerah dllarang
. mempekerjakan dan mehbatkan Anak pada pekerjaan- ’

pekerjaan yang terburuk ‘ v ,

(4) Tanggung deab Duma Usaha sebagaxmana dlrnaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan ' . '
a, . menghmdarl pelanggaran Hak Anak serta menangani

dampdk buruk dari setlap USahanya,

b. menyedlakan fasﬂltas ruang Iaktasx ‘bagi pekerja
- perempuan yang menyusui;. ’ , , '

c. tldak mernpeker_]akan Anak dalam pekerjaan yang

merarnpas Anak darl masa - kanak kanaknya, potens: '
‘dan martabatnya; ' | '

d. ,;v’mcnjafnin bahwa produk"pfoduk‘ dan jasa yang

 dihasilkan aman bagi Anak _

}e. ,mendukung Hak Anak melalul berbagax produk dan

jasa yang dxhasﬂkan, '



f menggunakan pemasaran dan 1klan yang menghormatlv‘ |

B dan mendukung Hak Anak - S
o g tmdakan ‘ qukarela untuk @emajﬁkén _dan
ﬂ’;:mempromo&kan Hak Anak dan | . o
h menyedlakan fas1htas terhadap pemenuhan Hak Anak‘ |

B dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta‘ )

' lmgkungan hldup

Baglan Ketlga

Medla Massa

Pasal 22

o Peran scrta medla mdssa mcllputl

- mematuhl norma norma yang berlaku d1 Masyarakat sesual o

o .j " Undang Undang Pers : dan Kode Etlk Pers dalam

o pemberltaan yarlg berkaltan dengan Anak B
. mellndungl Anak Berhadapan dengan Hukum dengan tldak" o

) fmengeksploxta& berlta di medla cetak dan elektromk

. ‘:menjaga mlal nllal suku agama, ras dan antar golongan S

o _}-dalam penylaran penampllan dan penayangan berlta”v_'.,::‘.gf*f'i-f

L }dalam kondls1 kehxdupan Anak dalam Masyarakat dan -

» .f‘melakukan penyebarluasan 1nform331 yang bermanfaat dan:
aspek sosml budaya Pendldxkan agama,‘ Kesehatan '

"dengan memperhatlkan kepentmgan terbalk bagl Anak

Baglan Keempat

MaSYarakat ” SR

Pasal 23

- 3-“Peran serta Masyarakat dapat secara perorangan atau..b’.,f

dlreprcsenta&kdn rnclalux lembaga keagamaan lem-baga-,}_.

e ;,swaddya Ma%yarakat dan lcmbaga lamnya dengdn

turut mengawam ddn berperdn serta secara aktlf atas‘l'_j;_ﬁ

terselenggaranya KLA

b menso&ahsamkan dan mengembangkan hngkungan rarnah :

| _ Anak



BAB VI B
DATA ANAK

Pasal 24 .
R ( 1) RAD KLA harus berba31s pada permasalahan d1 Iapangan

dan penyelesalannya secara menyeluruh

o ;5(2] RAD KLA Waij memuat data dasar yang menjabarkan'f o

' SltuaSI dan kondlsx Anak d1 Daerah

(3) Data dasar sebagalmana ‘dlmaksud pada ayat (2) paling T

sedlklt memuat data Anak yang dljabarkan berdasarkan
lndikator KLA dan terpllah menurut Jems kelamm umur, ;
dan kewﬂayahan B e o

v (4) Surnber data dasar berasal dan Badan Pusat Statxstlk‘,

(BPS), Perangkat Daerah terkalt 1nstans;_'_j' ‘_ : R

Pemermtah/ pemerlntah Prov1n31 lembaga layanan, dan;-»”,'

sumber la1nnya

_ p (5] Dalam mengumpulkan dan menganahsls data dasar, Gugus vv v

’I‘ugas KLA dapat bekerjasarna dengan Iembaga pendldlkan " :

atau Iembaga rlset lalnnya PALERS

R BAB VII EEE R
| LAYANAN RAMAH ANAK

- R Pasal25 o | |
(1) Layanan Ramah Anak Wajlb dlselenggarakan'v "ol”ehf o

Pemermtah Daerah dan Badan

2) Layanan Ramah Anak yang d1selenggarakan :Olehv..',’?:v

Pemermtah Daerah adalah S
B S a ‘_’SRA;%?’ - f f, SR
b 'E'Pelayanan Kcsehatan Ramah Anak R
c Ruang Pubhk Terbuka Ramah Anak tersedla d: Ibu
| - ;kota kecamatan dan di setlap desa e e
- ‘ d Rute Aman Ramah Anak di lmgkungan Sekolah o
| e Ruang Bermaln Ramah Anak dan ruang menyusul d1
_ *"':'_'farea Perkantoran Nhhk Pemermtah Daerah |
J f‘f-‘ f . Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Ca



(3)

g. layanan lain yang diatur lébih lanjut dalam RAD KLA;

dan

‘h. mformasx Ramah Anak dan pusat kreatwltas Layak

'-Anak

Layanan Ramah Anak 'yang diselenggarakan oleh Badaﬁ; ,

| 'sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) antara lain adalah:

oa menyedxakan TJISP bagi pengembangan layanan Ramah

- Anak sebaga;mana dlmaksud pada ayat (2);

b. menyediakan layanan infrastruktur, sarana dan

prasarana khusus untuk Anak sesuai kebutuhan Anak
- yang bersangkutan di sekltar tempat usahanya,
c. memberiakukan Kawasan - Tanpa Rokok (KTR)

di lmgkungan Usahanya,

d menyedxakan ruang bermam Anak dan Ruang’

Mcnyusui di lingkungan tempat usahanya, dan

e. bentuk layanan lainnya yang merupakan bentuk

@

{1).

@

@3)

pemenuhan Hak Anak dan perlmdungan kepada Anak.
Ketentuan lcbIh lanjut mengenal partisipasi Badan Ubaha

dalam p_emenuhan Layanan Ramah Anak diatur dalam‘»-

Peraturar__] Bupati.

_ v Pasal 26 - v
Bupat1 menetapkan SRA dan Pelayanan Kesehatan Ramah
Anak ' _ '
SRA sebagaxmana dlmaksud dalarn ayat (1) pahng Sedlkltv
vdltetapkan di setiap kecamatan dan dlsetlap jenjang
pend1d1kan ‘

Penetapan SRA sebagalmana dlmaksud da!am ayat (1) 

 didasarkan pada.kemampuan sekolah dalam menjamin

pemenuhan Hak Anak‘daiam :'proses belajar vrnengajavr',ﬁ
aman, nyaman bebas darl kekerasan dan diskriminasi,
serta menmptdkan ruang bag: Anak untuk» ‘belajar

bernnterak31, berpartisipast, bekerjasama, menghargai

- keberagaman, toleransi dan perdamaian.



(4) . SRA sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) paling sedikit

memenuhl ketentuan :

(1)

(@)

o;'o

-

a. mempunyal kebuakan yang ‘anti terhadap kekerasan,

penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan,

-~ pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama

| siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk

pegawai sekolah lainnya;

. memllxkl program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

o

. mempunyai lmgkungan sckolah yang bersih dan sehat;

. fnérierapkan Perilakli‘Hidup Bersih Schat (PHBS); |

. termasuk Sekolah Alelyata ' v v

.- memiliki Warung/ Kantin Kejujuran dan sehat atau
] aktlﬁtas perdagangan yang serupa; ' |

g. 31swa terhbat/ dlhbatkan dalam pembuatan kebuakan |

sekolah ‘dan

h. tenaga pendld:k terlatth tentang KHA.

Pasal 27
Penetapan  Pelayanan Keséhatan - Ramah  Anak
didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam

menjamm pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan

vpelayanan kesehatan ramah Anak

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagalmana d1maksud

Vpada ayat (1) paling sedikit memenuhl ketentuan

a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :

Y penanggungjaWab , Peiayairiiari Kesehatan Rdmah
Anak, lebih dari 50% (Iima puluh pefSen) tenaga

. kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
2 tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak
. sesuai us1a, jenis  kelamin dan permasalahan

v kesehatan Anak. | _ |

b. sarana dan prasarana yang mellputl
- 1. ruang khusus untuk Iayanan konseling bagl Anak;

- 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;



- w
. Ramah Anak d1 kecamatan dan di Kelurahan/ Desa

. | (2_}‘}

dan prasardna prosedur dan pemanfaatan Ruang Pubhk} o

3 mem1hk1 ruang laktasx dan rnelaksanakan 1n131a31. )
e vmenyusu dm1 (untuk pelayanan kesehatan yang :
‘ _’,’F:'-*rnelayam persahnan) merupakan Kawasan Tanpav‘
'Rokok (KTRjjdan

4 samtam lmgkungan memenuhx ketentuan standar

L Pasa128 o T
Perangkat Daerah rnenyedlakan Ruang Pubhk 'I‘erbuka?’f:f

Pernenuhan penyed1aan Ruang Pubhk Terbuka Ramah}‘, o
'_'Anak sebagalmana dlrnaksud pada ayat ( 1) dllaksanakan o

v.secara bertahap dlsesuaxkan | dengan g kemampuan“,.
ikeuangan Daerah/ Desa/ I\elurahan "

ertentuan leblh lanjut meng,ena; norma, standar sarana{,_‘.“

Terbuka Ramah Anak dlatur dalam Peraturan Bupan

Pasal 29

'T‘Penyelenggara SRA bekerjasama dengan Perangkat Daerah ,, :‘v-f '
: -vvyang melaksanakan urusan Perhubungan menyusun Rute SR
L : b.‘Aman Ramah Anak d1 hngkungan Sekolah '

3 d1 hngkungan Seko]ah dlatur dalam Peraturan Bupatx

Ketentuan leblh lanjut mengena1 Rute Aman Ramah Anak o o

Pasal 30

Pemerlntah Daerah membangun dan menyedlakan layanan

Ruang Bermam Ramah Anak dan Ruang Menyusu1 di area','v'.

o perkantoran Mxhk Pemermtah Daerah

' "ayat (1) chkelola oleh Pemermtah Daerah dan dapat o o

Ruang Bermam Anak sebagalmana dlmaksud pada_,

L dlkerjasamakan dengan Plhak Ketlga

gdllaksanakan bCSlel ketentuan peraturan perundang-}fff

Kerja 'sama scbagalmana dlmaksud pada ayat (2)

o undangan

Ruang Menyusul sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

| d1k€101a oleh Pemermtah Daerah dan berada d1 komp]ek.‘:*

- perkantoran yang mudah dljangkau oleh kal‘yaWan EER -



- Pasal 31

(1) Pemermtah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok‘

{2)

(K’I‘R) di Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenal Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) sebaga:mana dxmaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Daerah tersendm

(1)

‘yang mendukung KLA dan Ramah Anak sesuai dengan

-

Pasal 32

Pemerlntah Dacrah dapat menetapkan bentuk layanan lain

" RAD KLA.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pefieﬁapan'dan pelayan-anv

v sebagaxmana dxmaksud pada ayat (1) dxatur dalam

(1)

{2)

Peraturan Bupati.

, Pasal 33
Badan rnenyedlakan layanan infrastruktur, sarana dan
prasarana khusus untuk Anak sesuai _;erus Iayanan yang
disediakan. o |
Layanan infrastruktur vsebagaimana dimaksud pad‘a

ayat (1) antara lain adalah - penyedlaan Taman/Ruang

: Bermam Anak dan Ruang Menyusui di hngkungan usaha

 bagi Badan yang memiliki pekerja wanita paling sedikit 50

(hma puluh} orang.

(3) Layanan sarana dan prasarana khusus Anak disesuaikan

(1) Badan. wa_ub membuat Kawasan - ’I‘anpa

(2) Badan dapat mcnyedxaka

dengan kebutuhan Anak. -

Pésal 34 »
‘Rokok (K’I‘R)»

d1 lokasi usaha 5ang dtkunjungl Anak.
n bentuk 1am layanan Ramah

Anak yang disesuaikan dengan karaktensuk usaha dan

t;empat usaha



~ BAB VIl
PENHAUW{DANPENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Bupatl melakukan penilaian pengembangan KLA di Daerah.

- @) Penllalan pengembangan KLA d1 Daerah dilakukan secara

(3)

@)

(1)

@

berjenjang
Hasil dar1 pemlamn sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
dlberlkan penghargaan.

Ketentuan lcbxh lanjut mengenal ‘teknis penilaian dan

penghargaan dldtur dalam Peraturan Bupau

BAB IX
PEMBIAYAAN

- VPasa136ij' | |
Pembiayaén Pengernbahgan - di 'Daerah KLA bersumber
pada Anggaran ‘Pe;idapatari "dan Belanja Daerah (APBD).
Selain pembiayaan vdari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dapat bersumber dari : _

a. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBD‘es);}
b. TJSP; R

c. Partisipasi Masyarakat; dan

1

d. Sumber dana Iainny.a yarig sah dan tidak mengikat.

BABX o
SANKSI ADMINISTRATIF

’ Pasal 37
Setxap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 21
Pasal 22 Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34

‘ dlkenakan sanksi admlmstratlf berupa

a. permgatan tertuhs

b denda admlmstratlf

2)

c. penghentlan sementara keg1atan dan/atau
d. pencabutan izin usaha : o ’

Ketentuan 1eb1h lanjut mengenai tata cara pengenaan

- sanksi admmlstratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

‘diatur dalam Peraturan Bupati. =



~ BABXI
'KETENTUAN PENUTUP
_ v - “Pasal 38 » -
Peraturan  Daerah ini - mulai - berlaku pada tanggal
. 'diundangkah_. B R o

~ Agar  setiap orang . mengetahuinya,  memerintahkan
. pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

‘dalam Lembaran Daerah Kabupa‘tén Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
. Pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD -
JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyaf .
pada tanggal 10 Desember 2020 o
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TTD
SUTARNO ; : o | . : _
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020
NOMOR 8 " | I N | |
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI |
JAWA TENGAH : (8-328/2020) B o
Salinan sesuai dengan aslinya |

- SEKRETARIAT DAERAH
K RANGANYAR .

I LY |
TERAEIDST1 199903 1 009
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PENJELASAN
| - ATAS -
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
| NOMOR 8 TAHUN 2020
~ TENTANG B
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
A. PENJELASAN UMUM =

Komitmen Negara untuk»menjarhin upéyaapérlindungan anak
ditunjukkan dalam Undang-Undang Daéar Negara Republik‘ Indpriesia
Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak
berhak atas kelangsungan hldup, tumbuh dan berkembang serta berhak
atas perlmdungan dari kekerasan dan dlskrlmma31 Selain itu, dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi. - Manusia
Pasal 52 ayat (2) juga dlsebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi ‘
manusia, dan untuk kepentmgannya hak anak itu: d1aku1 dan d111ndung1 .
oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkah komitmen untuk
melindungi anak den'g'an meratifikasi Kohvensi Hak Anak (KHA) melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Untuk i’nenjamin pelaksanaan -
komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35

 Tahun 2014 tentang Pe'rubahan Atas Undéng-Undang"NomerS Tahun
2002 vtentang Perlindurigan Anak "yang‘ menyebutkan bahwa Negara,
Pemerintah Pusat, dan Pemerinfah D}aerah»berkeWaj iban dan beftangg’un'g _
jawab’ menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku,
agamé, ras, golongan, jenis vk_‘elami’n‘,‘» etnik, budaya dan bahasa, status
- hukum, urutan kelahirén, dan kondisi fisik dan/atau mental. Disebutkan
| juga dalam pasal 21 ayat (4) dari ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung Jjawab untuk melaksanakan = dan |
mendukung kebljakan nasional dalam penyelenggaraan perhndungan anak
di daerah melalui pembangunan kabupaten / kota layak anak, »
\ Sehubungan dengan hal tersebut sampal saat ini Kabupaten
' Kardnganyar tclah berkomitmen melaksanakan pembangunan Kabupaten -
Layak Anak dan hal tersebut dltunjukkan dengan adanya Rencana Aksi -
Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Untuk mencapai kategori KLA,
suatu kabupaten/ kota harus melewatl 4 (empat) kategon, yaitu Pratama,
IvIadya, Nindya, dan Utama. Pembangunan Kabupaten, Layak Anak di

’ Kabupaten Karanganyar saat ihi sudah sampai pada tahap Pratama.



" Dengan demlklan untuk menjadl Kabupaten Layak Anak Utama rnaka

'seluruh pemangku kepentmgan di- Daerah ma31h harus bekerja keras
. meWUJudkannya

I

Pengembangan Kabupaten Layak Anak d1 Daerah berasaskan
' Pancas11a dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prmsxp prmsxp dasar yang
tercanturn dalam konvensi hak anak mehputl
a. non dlskrzmmam, _
b kepentmgan terbaik bégi anak;
- c hak untuk hidup; ‘ ‘ S
| d kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak
‘Pengembangan KLA di Daerah d1laksanakan dengan prm&p
'transparansg akuntabxhtas partlsxpasx keterbukaan mformasx supremasi
hukum dan tata pemermtahan yang baik, Selam 1tu pengembangan KLA
juga memperhatlkan prinsip budaya dan kearifan lokal, kepentmgan
terbalk bagi anak yaltu menjadlkan hal yang palmg baik bagi anak sebagalv
. pertlmbangan utama dalarn setiap kebijakan, program dan kegxatan, serta
memberlkan penghargaan terhadap pandangan anak. Hal ini dilaksanakan
| deng@n mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yarig memiliki
-kemampuan untuk ményampaikan pendapatnya, anak diberikan
v kesempatan untuk mengekspresnkan pandangannya secara bebas terhadap
segala sesuatu hal yang mempengaruhl dirinya. ' '
_ Salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan
' ‘Kabupaten Layak Anak adalah dengan menyusun Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
) Pengembangan - KLA oleh Pemermtah Daerah dlmaksudkan
; untuk B o |
a. menjamin terpenuhmya hak anak agar dapat hldup, tumbuh,
'berkembang, dan berpartisipasi secara optlmal sesuai dengan harkat
martabat kemanusiaan, demi terwumdnya ar;ak yang berkualitas,
S ';-:_Aberakhlak mulia dan sejahtcrd | . |
b ,menjamln pemenuhan hak anak di dalam menuptakan rasa aman,
ramah bersahabat; | | - -
.. 'melmdungr anak dari ancaman permaéaiahan ' sosial dalafn
kehidupannya; | | | |
d mengembangkan potensn bakat dan kreatmtas anak
e. mengoptlmalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan

- pertarna bagi anak; dan-



f membarxgun sarana dan prasarana dacrah yang mampu memenubhi

' kebutuhan dasar anak untuk turnbuh dan berkembang secara optimal.

 Tujuan dlsusunnya Peraturan Daerah ini antara lain adalah: .

a. mengembangkan mxslatlf Daerah yang mentransformaSIkan konsep

o Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan keglatan untuk menjamln
terpenuhlnya Hak Anak di Daerah; s

b. Apembangunan Kabupaten Layak Anak akan dapat dlselenggarakan
. secara terpadu dan terarah;

c. dapat menjadi pedoman bag1 seluruh pcmangku kepentingan sampaal-

L dengan satuan terkecﬂ yakm keluarga

Melalul Pcraturan Daerah 1n1 pengembangan Kabupaten Layak = T

Anak dlupayakan sampa1 dengan satuan terkecil yaitu keluarga Oleh sebab
1tu peraturan daerah ini menjadl komitmen Bersama antara Pemerintah
'Daerah dan seluruh pemangku kepentmgan di Daerah sampax dengan para
| Orang ’I‘ua untuk meWUJudkan kclayakan dan keramahan kepada Anak di-

Daerdh

' Kelayakan adalah Kond181 ﬁ31k suatu w1layah yang dldalamnya -
| terdapat sarana dan prasarana yang dlkelola sedemikian rupa sehingga
memenuhi persyaratan minimal untuk kepentlngan tumbuh kembang anak
secara sechat dan wajar, tidak rnengandung unsur yang membahayakan :
anak, Kelayakan tersebut dapat berupa mfrastruktur sepert1 jalan raya,
jembatan, trotoar, sarana transporta31 taman kota, hngkungan hidup yang
hgau dan ketersedxaan perangkat hukum yang mendukungnya |
Keramahan ~adalah Kondlsx nonﬁmk suatu wﬂayah yang .
dldaldmnya terdapat nilai budaya, etika, snkap, dan perilaku rnasyarakat |
yang secara sadar dxpraktekkan atau dlgunakan dan dlkembangkan .
sedemlklan rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembxra
- pada anak Keramahan dapat berupa : '
a. tata cara orang dewasa dalam menghadap1 dan memperlakukan anak
sepert1 bertegur sapa, memberl salam; ' -
‘memilih dan menggunakan kata-kata bgak untuk anak
-'v'keblasaan memUJl anak;
mcngucapkan terxmakasm
‘sabar dan tidak memaksa kchcndak

mendengarkan penddpat anak deng,an seksama, dan

0w '-_’v.@ o .0.4.0‘

memben contoh hal- hal yang baik dan posxtlf



| - Keramahan kepada Anak dllaksanakan pada hngkungan RW, RT,

keluarga dan penyelenggaraan pelaydnan pubhk dlantaranya pada sektor

» pendxdlkan dan kesehatan ‘Dalam- mewujudkan kondisi dan situasi yang

ramah anak maka dllakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduh anak
- dalam bentuk RW Ramah Anak RT Ramah Anak Keluarga Ramah Anak,
Sekolah Rarnah Anak Puskesmas Ramah Anak, Bzdan Ramah Anak, dan

laln lam

' Pengembangan Kabupaten Layak Anak dlselenggarakan dengan

' 'mernperhatlkan indikator Kabupaten Layak Anak- yang ditetapkan oleh

Pemermtah Pada saat peraturan daerah ini dlSLlSU.l’l terdapat beberapa

a.

| Peraturan Menten yang menjadi acuan, antara lam adalah :

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak

= Anak di Desa/ Kelurahan (Bcnta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010

' Nomor 51 1);

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan}'-

Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebuakan Part1s1pa81 - Anak

. dalam Pembangunan (Berlta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011
- 'Nomor 59); ' '

.'.Peraturan Menterl Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anakv

- Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebljakan Pemenuhan Hak Pendidikan _v
" Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan,
Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indxkator Kabupaten/ Kota Layak
Anak (Berlta Negara Repubhk Indones1a Tahun 20 12 Nomor 169);
. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan .
o "}_Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengernbangan
'Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berlta Negara Repubhk Indonesna Tahun
2012 Nomor 170); - | .
’ ‘Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menter1 Dalam Neger1
-i'Nornor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter '

o ,Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta

Neg,ara Repubhk Indonesia Tdhun 2012 Nomor 1254),

.. Peraturan Menterl Negara Pomberdayaan Perempuan dan Perhndungan g '-
~Anak. Nornor '8 Tahun 2014 tentang Kebljakan Sekolah Ramah Anak -
. (Bcrlta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ‘N:omor 1761),



> h Peraturan Menten Pendldlkan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015
o j.-:v.tentang Pencegahan dan Pcnanggulangan deak Kekerasaan di

. :‘lv-i..-}ngkungan Satuan Pendldzkan (Berlta Negara Repubhk Indone31a l
~ Tahun 2016 Nomor 101); dan | |

L e ;“i.;‘?’ylPeraturan Mentem Pendldlkan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017

T ',"ii,f'tentang Pehbatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pend1d1kar1 (Berlta o

e :. --Negara Repubhk Indone31a ’I‘ahun 2017 Nomor 1378)

o Peraturan Daerah m1 merupakan komltmen Pemerlntah Daerah dalam

o :’Pengembangan KLA di Kabupaten Karanganyar Namun demlklan kebljakan

o f-.‘*.”:'dalam Peraturan Daerah ma%h ber31fat umum ‘dan untuk dapat_-’j’j',.

f-dlterapkan secara efektlf perlu petunjuk tekms Yang d1tuar1gkarl dalamvv,-';'":"'v‘:--"'

Peraturan BUPatl yang leblh ﬂek51bel dan dapat menglkutl perkembangan )

. vkeadaan

R i'PASAL DEMI PASAL

,;:,‘,Pasal 1 o A
CUkup Jelas._f el

Pasal 2 | O
' CukuP Jelan-f e
e ,_"v'~'}:’f.Pasal 3 » R

,Cukup Jelas.'

el Cukup Jelas..‘ij-as Sl oo T

"jﬂ."'pasal 5 I
Cukup Jelas.":i'} R

Pasal 6
Ayat(l)
. Cukup Jelas.‘; o
Ayat (2) . R
e Cukup Jelas..,._”._t
B Yang dlmaksud mutatls mutandxs adalah berlaku ketentuan
yang sama dengan berbagal penyesuauan o - :

Ayat( )
LT Cukup Jelas
Rt Pasa17 o SRR
: Cukup Jelas‘.v

Pasal g
Cukup Jelas;_‘j S
: Pasal 9 , S

' Cukup Jelas."b L



'Pasr;ll 10 - |
Cukup Jelas.
‘Pasal 11 o
Cukup Jelas.
Pasal 12
' Cukup Jelas.
' Pasal 13 |
Cukup Jelas. .
Pasal 14 |
Ayat (1) .
Cukup»Jelas. o
Yang dimaksud dengan langsung maupun tidak langsung
- adalah program dan kegiatan yang secara langsung dan tldak
. langsung mendukung perwujudan KLA. '
‘ Pasal 15 :
o Cukup Jclas

Pasal 16 A
' Cukup Jelas

Pasal 17 o
Cukup Jelas ‘

_Pasal 18 S
~Ayat (1)
' Cukup Jelas
Ayat (2) '
: Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b .,
Cukup Jelas.

Huruf ¢ - ‘ - o _
‘Pemantauan permasalahan yang akan timbul -
dilaksanakan guna mengamb11 txndakan antlslspasx
- sedml mungkm - S
Ayat (3)
~ Cukup Jelas.

Pa;sal 19 ‘
- Cukup Jelas.’

Pasal 20 .
o Cukup Jelas.;

' .‘Pasal 21 ,
B Cukup Jelas.

' Pasal 22 . .
" Cukup Jelas.



o Pasa123 R
. 'Cukup Jelas
‘v ~»Pasa124 |

’ Ayat (1)
o Cukup Jelas

Ayat(2) C T e . v
Yang dlmaksud dengan Data Dasar adalah Ddta Anak yang

© disusun sebaga1 bentuk penyelenggarddn Perhndungan Anak

~di Daerah S B , T .

Ayat (3) - A

- Cukup Jelas S

Ayat (4) T T

Cukup Jelas

'=’ 2§3, Ayat(S)

S Cukup Jelas
’. .,_vPasal 25 o e
S Ayat(l) .

o Cukup J e!a%

Ayat (2 _
Hurufa S
e . Cukup Jelas.
S [CUkup'Jelas.f_,-t-' S
~ Hurufc R
IR '[Cukup Jelas. IR
~Hurufd L
DR Cukup Jelas;
HurUfe, e
~ _Cukup Jeias., R
L Huruffﬁf R
. '»_‘.,CukupJelas._{" S
S Hurufg»'. o
R .;Cukup Jelas.. :
-,ﬁHunuh** | o R
ST "f Informam Ramah Anak dan pusat kreat1v1tas

s Layak Anak (Perpustakaan dan Kormmfo)
Ayat (3) R T :
S Cukup Jelas

Ayat(4) R UL
B N SR Cukup Jelas.‘f
L S Pasal 26 R AR
| Ayat (1) S
_— Cukup Jelas,];;_,
Ayat (2) - AR
S Cukup Jelasf PR
Ayat(S) DS
Co Cukup Jelas.:f o
Ayat (4) S
o Hurufa S S T
’ Cukup Jelas.» SRR S




Hurufb
o Cukup Jelas.
~ Hurufc . -
- Cukup Jelas.
Hurufd "
-~ Cukup Jelas.
Hurufe o S : :
“Yang dimaksud dengan Sekolah Adiwiyata
‘adalah Sekolah ‘yang peduli lingkungan yang
. schat, bersih serta lingkungan yang indah.
Huruff . : |
. Cukup Jelas.
Hurufg -
. o Cukup Jelas.
Huruf h .
B e v Cukup Jelas.
' Pasal 27 | B |
- Cukup Jelas.
 Pasal 28 -
- -~ Cukup Jelas.
Pasal29
- Cukup Jelas.
 Pasal 30 o
Cukup Jelas.
PasélSl . -
- Cukup Jelas.
 Pasal32
-+ Cukup Jelas.
" Pasal 33 -
‘ ~ Cukup Jelas.
 Pasal34
Cukup Jelas.
~ Pasal 35 -
' - CukupJelas.

° Pasal36
+ Cukup Jelas. -

 Pasal 37 |
. Cukup Jelas.

 Pasal38
- Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
'NOMOR 123 | - | S



